
a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan 
hibah dan untuk mengatasi permasalahan pelaksanaan 
pemberian hibah, perlu dilakukan penyempumaan dan 
penyesuaian Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2011 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan 
Atas Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALIKOTA DEPOK, 

Menimbang 

TENTANG 

,,,.... PERUBAHAN ATAS PERA.TUR.AK WALIKOTA DEPOK NOMOR 41 TAHUN 2011 
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH 

PERATURAN WALIKOTA DEPOK 
NOMOR 27 TAHUN 2012 

WALIKOTA DEPOK 
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1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah 

Tingkat II Cilegon 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3828); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dart Bebas dari Korupsi, Kolusi, dart 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemetintahart Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

Mengingat 
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6. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
naeran (Lembarart Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5272); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang 
Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah 
Dan Wakil Kepala Daerah Sebagaimana Telah diubah Dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 

Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan 
Umum Kepala Daerah Dan W akil Kepala Daerah; 
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Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 41 

Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban 

Hibah, diubah sebagai berikut: 

MEMUTUSKAN : 
PERTJBAHA:N ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 41 

TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN 

PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH. 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahuri 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dart Belanja Daerah sebagaimana 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 

Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota 

Depok Tahun 2008 Nomor 07); 

14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok 

Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 

2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Depok 

Nomor 08 Tahun 2008. tentang Organisasi Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 20); 

Menetapkan 
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Pasal 12 

(1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA PPKD. 
(2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA 

OPD terkait, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 

(4). 

(3) RKA-PPKD dan RKA-OPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran belanja 

hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan, 

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) diberikan dengan 

persyaratan paling sedikit: 

a. telah terdaftar pada Pemerintah Kata Depok sekurang­ 
kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh 

peraturan perundang-undangan; 

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah 

Kota Depok; 
c. memiliki sekretariat tetap; dan 

d. berbadan hukum Indonesia. 

Pasal 5 

(1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling 

sedikit: 

a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan 

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah 
Kota Depok. 

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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Pa.Sal 13A 

( 1) W alikota mencantumkan dafter nama penerima, alamat 

penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan 

Walikota tentang Penjabaran APBD. 

4. Diantara pasal 13 dan pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal baru 

yaitu Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 13 

(1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak 

langsung, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja 
hibah pada PPKD. 

(2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. pemerintah; 

b. pemerintah daerah lainnya; 

c. perusahaan daerah; 
d. masyarakat; dan 

e. organisasi kemasyarakatan. 

(3) Hibah berupa barartg atau jasa, sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok 

betsnja Iangsung yang diformulasikart kedalarn program dart 
kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan 
[asa, obyek betanja hibah barang atau jasa dart rlncian 
obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan 

kepada plhak ketlga/rnasyarakat pada OPD. 

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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Pau.123 
( 1) Realisasi hibah dic.antumkan pada laporan keuangan 

pernerintah daerah dalam tahun anggatan berkenaan. 
(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada 

penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran 
berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca. 

(3) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa 
dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan 
pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada 
catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan 
keuangan pemerintah daerah. 

(4) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang 
dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berpedoman pada ketentuan yang berlaku. 

s. xetentuan Pasal 23 dtubah, sehlngga berbunyi sebagai 
berikut: 

(2) Lam piran III Peraturan w alikota sebagairnana dimaksud 

pada ayat ( 1) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD. 
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HJ. ETY SURYAHATI 
DERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHON 2012 NOMOR 27 

Diundangkan di Depok 
pada tanggal 9 Juli 2012 

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK, ;: 
H. NUR MAHMUDI ISMA'IL 

Ditetapkan di Depok 
pada tanggal 9 uuli 2012 

WALIKOTA DEPOK, 

Pasal II 

Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

I 
Pemerintah Kota Depok 



AFRIZAL SH 
967 01 26199403 1005 

KEPALA BAGIAN HUKUM, ~ 

4. 

2. Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 
Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian Peraturan 
Walikota Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan 
Pertanggungjawaban Hibah. 
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 
2, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas 
Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian 
dan Pertanggungjawaban Hibah. 
Materi pada rancangan keputusan ini telah dikoordinasikan dengan 
Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Depok selaku pengusul. 
Demikian disampaikan, apabila Bapak berkenan mohon penandatanganan 

rancangan Keputusan W alikota dimaksud namun apabila tidak berkenan 
mohon arahan lebih lanjut. 

~ 3. 

Bersama ini kami sampaikan rancangan Peraturan Walikota tentang 
Perubahan Atas Peraturan Walikota Depok Nomor 41 Tahun 2011 Tentang ,.r--. Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah, untuk mendapat 

__ - _· penetapan. 
Sebagai bahan pertimbangan dalam pengajuan Keputusan tersebut 

dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 
1. Rancangan keputusan ini diajukan berdasarkan usulan dari Kepala 

Bagian Pemerintahan Setda Kota Depok dengan Nota Dinas Nomor : 
113.A - ND/VI/2012. 

Dari 
Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

Yth. Walikota Depok 
Melalui Sekretaris Daerah Kota Depok 
Kepala Bagian Hukum 

~39 /ND/Vll/Huk/2012 
Biasa 
1 (satu) Berkas 
Penyampaian rancangan Peraturan W alikota Depok 

Kepada 

NOTADINAS 

Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok 16431 Jawa Barat 
Telp. (021) 7773610 - 7762960 Fax. (021) 77204217 

1,7 
PEMERINTAH KOTA DEPOK peJ00,\ 

SEKRETARIAT DAERAH 

\. 


